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ABSTRAKSI

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai persoalan
keagrariaan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) pada tanggal 24
September 1960. UUPA bertujuan untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan,
kesejahteraan dan keadilan atas tanah. Pada tanggal 29 Desember 1960
dikeluarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 (Undang-undang Landreform) tentang
penetapan batas luas tanah pertanian. UUPA sebagai induk dari segala
peraturan pertanahan terkandung suatu kebijakan Landreform yang diatur dalam
Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 UUPA. Kebijakan Landreform Indonesia
mempunyai enam program pokok dimana yang sesuai dengan judul penelitian ini
adalah program larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai.
Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang di atas adalah
bagaimana kebijakan Landreform Indonesia dengan program larangan
kepemilikan tanah secara absente atau guntai, apakah kebijakan Landreform
dengan program larangan kepemilikan tanah absente masih relevan dan apa
saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan Landreform Indonesia
dengan program larangan kepemilikan tanah secara absente.

Berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan
yang terdiri atas pengertian perbuatan pemerintah, pengertian kebijakan,
pengertian politk dan kebijakan Landreform. Pembahasan mengenai
Landreform, pengertian tanah, objek tanah absente atau guntai, pengertian tanah
absente hingga pada konversi tanah pertanian menjadi non pertanian. Metode
penelitian yang penulis gunakan terdiri atas metode pendekatan, spesifikasi
penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data
serta metode analisis data.

Penelitian dilakukan atas tujuh kelurahan sebagai perwakilan dari 16
kelurahan yang ada di kecamatan Gunungpati. Penelitian dilakukan dengan
analisa secara empirik dan menggunakan metode normatif kualitatif serta
pendekatan yuridis sosiologis. Data hasil penelitian yang terbagi ke dalam
beberapa tabel menunjukkan bahwa di kecamatan Gunungpati terdapat
kepemilikan tanah pertanian absente dengan tingkat presentase yang cukup
signifikan. Tanah-tanah pertanian absente dimiliki oleh kaum tuan tanah atau
pemilik modal yang tinggal di perkotaan. Hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat
pendapatan kaum petani dan keluarganya dan produktivitas hasil pertanian
Indonesia secara makro serta akan berdampak pada kebijakan Landreform
secara tidak langsung. UUPA yang menghendaki agar pertanian Indonesia
bercorak populis maka dengan adanya penelitian ini menunjukkan bahwa strategi
agraria populis telah beralih ke corak kapitalis. Kebijakan Landreform juga
menemui berbagai hambatan di dalam pelaksanaannya sehingga meskipun
kebijakan Landreform dengan program larangan kepemilikan tanah secara
absente masih relevan untuk diberlakukan hingga saat ini namun masih
diperlukan beberapa kebijakan implementasi yang dapat mencegah terjadinya
pelanggaran kepemilikan atas tanah absente. Pemerintah selaku birokrasi
berkewajiban untuk lebih sadar dan waspada pada persoalan keagrariaan
khususnya mengenai kepemilikan tanah pertanian absente sehingga apa yang
menjadi tujuan dan cita-cita dari UUPA dapat terlaksana.
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ABSTRACT

Government issued rules that administered about the matters of agrarian
which is Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) on September 24th,
1960. UUPA determined to achieve prosperity, happiness, wealthy and justice on
the glebe. On December 29th, 1860, Government issued Perpu Nomor 56 Tahun
1960 (Law of Landreform) about establisment the margin of extensive farm.
UUPA is reference of any agrarian law which has Landreform policy and stated in
clause 7, clause 10 and clause 17 of UUPA. Indonesian Landreform policy has
six main programs, according to the title of this thesis which is prohibition
program owned by absentee landiord. The matters can be defined from the
background above are how the policy of Indonesia Landreform which related to
prohibition program owned by absentee landlord, what the Landreform policy with
prohibition program owned by absentee landlord is still relevant and what
resistances will be found in applying Indonesia Landreform policy with prohibition
program owned by absentee landlord.

Some theory are used in observation that is theory of policy contains of
the definition of government estabilsment, definition of policy, definition of politics
& Landreform policy. The discussion of Landreform, definition of farm, absentee
object, the definition of absentee land and definition of absentee land until
convertion from farm to non-fam. The writer use appraoaching method,
specification observation, data collection, object observation.

Observation is done in seven Kelurahan 16 representative which belong
to Gunung Pati subdistrict. Observation is done with empirical and use norm
qualitative method and sociologist juridist approaching. Observation result was
distribute into tables that indicate Gunungpati have high percetage level in
absentee landlord is quite significant. Absentee farms are possessed by landlord
or the investor who lives in urban. These can be influenced the income of farmers
and family and also indonesia farming productivity and will be impact to
landreform policy. UUPA wants indonesia farming will be populis, therefor, this
thesis will show agraria populis strategy will become capitalis. Landreform policy
also found various closure in implementation eventhough Landreform policy and
Prohibition of owned by absentee landlord still relevan to be applied untill now,
however, it still needs some implementation policy to prevent any violation
regarding to the owner of absentee. Government must realize and aware

especially belonging of absente farms so any goals and hopes of UUPA can be
carried on.
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